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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
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NOMOR1 421.1/KEP.107-DISDIKノ 2010

丁ENTANG
PERSETU」 UAN PENDIRIAN TAMAN KANAK‐ KANAK(TK)
PETRA DESA」 AYAMULYA KECAMATAN KROYA

KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

:  Surat pemrakarsa pendirlan Taman Kanak― kanak Petra KOcamatan Kroya

Kabupaten lndramayu Nomori 01「 K Petra/V‖ 1/2008 tangga1 07 Agustus

2008 perihal perrnohonan izin operasional TK Petra Kecamatan Kroyal
Kabupaten lndrarnayu:

l  a. bahwa dalarvl rangka memperllas akses dan pernerataan pelayanan
pendidikan perlu didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan
peran serta rnasyarakati

b、 bahwa sesuai ketentuan pasa1 20 huruf "a'' Keputusan Mente百
Pendidikan Nasional Nomor:060/Uノ 2002 tentang Pedoman Pendirlan

Sekolah,Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi sesual dengan ienis dan jettang pendidikan yang

meniadi kewenangannya menetapkan persetuluan pendinan sekolah
swasta yang rnemenuhi persyaratani
し ν011■▼‐ Vν :‐uO口 :へCl:, pertirrlbanga「i 。しじ_vui:1:u::9 こi11'aksud dalal‐ l‐

huruf a dan huruf b di atas,maka perlu rnenetapkan Keputusan Kepala

Dinas Pendidikan Kabupaten lndrarnayu

:  l Undang― undang Republlk indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah― daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

」awa Barat
2. Undang…undang Republik indonesia Nomor 20 丁ahun 2003 tentang

Sistern Pendidikan Nasional:

3. Undang…undang Republlk lndonesia Nomor 32 丁ahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagalrnana telan diubah kedua kali dengan
Undang‐ Undang Nomor12 Tahun 2008:
4. Undang…undang Republik lndonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen:

5. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia
tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;

6. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia

Nomor 38 Tahun 1992
telah diuban dengan

Nornor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemenntah

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota; i

Peraturan Pemenntah Republik lndonesia Nomor 48 Tahun 2008

tentang Pendanaan Pendidikan.
Peratuian Pemenntah Republik lndonesra 11sris' 74 -[ahu^ 2)"
tentang Guru:
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